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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
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GUBERNUR LAMPUNG,

babwa dalam rangha meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan masyarakat atas
Peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan
pencgakan  Peraturan  Daerah  dan  atau  Peraturan  perundang-undangan
vang menjadi kewenangan daerah. Penvidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
mempunyal peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi dimaksud:

bahwa sehubungan dengan hurut a tersebut di atas. perlu dilakukan pembinaan
vang berkesinambungan terhadap para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dimaksud:

bahwa sehubungan dengan hurut' b tersebut diatas dan agar pelaksanaan
pembinaan tersehut dapat berjalan tertib. terkoordinasi  berdavaguna dan
berhasilguna. dipandang perlu membentuk Tim Pembina  Penyidik Pegawai
Negeri  Sipil (PPNS) Pemerintah Provinst Lampung Tahun 2011 dan
menetapkannva dengan Keputusan Gubernur Lampung:

Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah.  terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia:

Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyvidik Pegaaai Negeri Sipil Daerah Dalam penegakan Peraturan Daerah:
Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentane Penyidik
Pegawai Neweri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat [ Lampung:

CPeraturan Dacralr  Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dacerah Provinsi. Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyut Dacrah Provinsi Lampung:

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 entang Anggaran
Pendapatan dun Belanja Dacrah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011:
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Ketua DPRD Provinsi Lampuny di Telukbotuag,

fnspektur Provinst Lampuny di Bandar | ampung:

ILepala Biro Keuangan Sehretariat Dacrah Provinsi Lampung di Teluhbetunyg:
Masing-masing Personalia Tim vang bersangl utan.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentane Pedoman Pelaksanaan
Anggaran - Pendapatan  dan Belanja Daerah Provinsi Lampung  Tahun
Anggaran 2011,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN  TIN PEMBINA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PEMERINTAII PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2011,

Membentuk Tim Pembina  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah

Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim  sebagaimana  dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas  sebagai

berikut:

a. melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik
vang berada di Pemerintah Provinsi Lampung maupun  di Pemerintah
Kabupaten’Kota <¢ Provinsi Lampung:

b. meningkatkan peran akuf Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam
penegakan hukum  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  perundang-undangan
lainnya yang menjadi kewenancan daerah:

¢. memyatukan  persepsi tentang visi dan misi dalam penvidikan maupun
administrasi sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undane Hukum
Acara Pidana dan peraturan pelaksananya:

d. melakukan inveniarisasi  data objek Peraturan Daerah vang memuat sanksi

pidana: dan

- membuat laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan
Dacrah  dan arau Peraturan perundang-undangan lainnva vang menjadi

kewenangan daerah.

(@]

Dalam melaksanakaa tugasnya. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
bertangeung janab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnyva kepada Gubernur
Lampung.

Biaya yvang dikeluarsan  akibat ditetapkannya Keputusan i dibebankan kepada
Anggaran Pendapatary dan Belanja Dacrah Provinsi Lampung ahun Anggaran
2071 pada Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dacrah Provinst
Lampung. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Angeota PPNS dii Lingkungan
Pemerintah Provinsi [ ampuny.  Kode Rekening 1.20.1.20.03.83.02.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini. sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya  dictur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Schretariat Dacrah
Provinsi Lampunz ~ebagcai Netua Tim.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tangeal 1 Januart  sampai dengan 31 Desember
2011 dengan ketentt.an apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan i akan diadakan pembetulan sebagaimana mestiny .

Ditetapka
pada tan

GUBERYYR L.

di Telukbgtung
X - 2011

MPUNG,




LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

G
21

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
14 F B

FIK

2011

- X 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

KEDUDUKNAN

BESARNY A

NO NAMA JABATAN INSTANS! DALAM TIAT ‘ HONORARIUAN | KETERANGAN |
| | BLLANRp | y
o ) 2 .3 4 - 7J‘
1. ’ Gubernur Lampung, Pembina ‘ 300.000.- | Diberikan
A Kepala Biro Huhum Setda. Provinsi Lampung. Netua \ 230,000 - | honorarmﬂm ;
N ‘ selama 12 (dua |
3. | kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. 1 Wakil Ketua 225.000.- bhelas) bulan
Lampung. terhitung mulat
. e . - ‘ o bulan Januari s'd |
4. kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Sekretaris 200.000.- " anart ‘7 Yo
' N = . bulan Desember |
Setdaprov. Lampung. -
g = ‘ 2001, vang
. kasubbag. Sengheta dan Bantuan Hukum Biro Hukum Anggota 175.000.- | dibebankan pada
l Satdaprov. Lampung. APBD Provinsi
f s . . . Lampung Tahun
6. ! Kasi KORWAS PPNS POLDA Lampun . Anguotla 175.000.- \nowaran 2011
: | I ==c<tlc - |
7. “ Romi Darma. SH. Anggota 175.000.- + pada Dokumen \
| CNSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung). Pelaksanaan
| o Angearan (DPA) |
8. Triesda. SH. o Angueota 172,000 - Serdaproy . \
(NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung). I ampung Tahun
wune :
9. | Tina Fatriana. SH. Angeota 173,000 .- Anggarun :m Lo
(NSU pada Biro Hukum Setda. Provinst Lainpung). Node rehening |
] 1.20.1.20.03 85
10. | Fiki Lesi Arvani. ST Angeota 175000, (> ‘
(NSU pada Bire Hukum Setda. Provinsi Larapung). “
. \
I'1. | Fambang Budiyono.SH. Angeota ‘ [75.000.- |
| (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung). |
1 | o
|2. | Sofina Handayani Sesunan. SH. Anguota 175.000.-
| (NS pada Bire Huhum Setda. Provinsi Lainpung). ‘ ’
‘i‘ 15 | Rinaldy Rio Putra. S.H. Anggota 175.000.-
‘ (NSU pada Biro Huhum Setda. Provinst Lampung). \
\ 14 I Nurlia Febrianti. Anggota 175.000.- |
| (\SU pada Bire Hukum Setda. Provinsi Lainpung). ‘
GUBERNU LAMPANG,
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memberikan pelayanan vang meliputi antara lain pendattaran. pengisian
formulir, pemeriksaan. dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung:

melaksanakan tata  usaha dan  pemeliharaan perlengkapan
poliklinik:

menjaga kebersihan ruangan Polikllinik. baik ruang tunggu pasien
maupun ruang’/kamar periksa dokter/pembantu dokter: dan
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh penanggung jawab
Polikllinik:

Dalam  melaksanakan tugasnva. petugas sebagaimana  dimaksud
Dikum  Kesatu melaporkan  hasil  pelaksanaannva dan
bertanggungjawab  kepada  Gubernur Lampung melalui Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung.

Biaya vang dikeluarkan akibat ditetapkannva Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2011 pada Dokumen  Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Sekretariat  Daerah Provinsi Lampung. Kode Rekening
1.20.03.01.04.53.2.1.01.01.

Hal-hal vang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenal
teknis pefaksanaannva diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai
dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinva.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal £1 — 3 - 2011

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bundar Lampung:

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung:
Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung:
Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung:
Masing-masing vang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
-G/194 B NVIIHK01 ]
TANGGAL  : a1 - 2~ 2011

NOMOR

DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

o ‘ o N
NO NAMA \ JABATAN HO\OI;&\RH v
B | (Rp)

1 2 | 3 1 |

N ‘; e

] Dr. ESA OKTAVIA SUSANTI Dolkter ‘ 500.000:
2 | SYAMSIDAR \ Perawat ) 100.000:
|
| !
3 | MARYA LAILA. S.Kep. \ Perawat ‘ 400.000: ;
\ |
‘ Bidan “ 100.000: :
5 INDAH WARASHARTATI. A.Md..Kes | Perawat | 400.000: ‘

RIYADI

(=2

PRIMA ASTUTLSH.M.M.

]

HUSAKDIAH

o0

|
|
|
4 | RACHMI FITRISARI
1
|
|
|
|
|
|
|

.

‘ 9 ' EVANOVITA DEWI
10 ‘ HENNY KURNIASIH
11 | ENDANG WAHYUNI. S.Sos.
12 MAISARAH
|

L _

Peny edia Obat-obatan 300.000:

Petugas administrasi | 250.000:
|

\ Petugas administrasi 250.000:

Petugas administrast 250.000:

Pembantu Administrasi 230.000:

‘ Petugas Nebersihan 175.000:

1

|
‘ Penvedia Obat-obatan
|

300.000.-

\

|
I

w

honorarium
selama 12

Diberitan ;
|

bulan rerhitung

mulai bulan
Tanuari 2011

sampar dengan

hulan

2001 vang
dibebankan
pada APBD
Proninsi

Desember \

Lumpung
1 A2011 pada
Dolumen }

Pelaksanaan

i Anggaran

(DP A Serda

Prov.Lampung
i

Kode Rehening |

1.20.03.01.04
S.21.01.01

GUBERN






